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Masalah Aset Jad Sandungan Dapat WTP

BATAM, TRIBUN Badan Pemerik-
sa Keuangan RI meminta pemerintah
‘daerah memperhatikan tiga hal utama
yang biasa menjadi sandungan dalam
laporan keuangan Pemda untuk mem-
peroleh opini Wajar Tanpa Pengecuali-
an.t i

“Umumnya ada tiga hal yang me-

nyebabkan tidak mendapat WTP, yaitu

_ masalah aset, bantuan soal dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas,” kata Ketua
BPK RI Harry Azhar Azis di Batam Ke-
pulauan Riau, Minggu (13/3).

Masalah terbesar yang biasanya me-
nyandung laporan keuangan daerah
adalah aset daerah, kemudian diikuti

_ Bansos dan SPPD. Temuan Bansos, bi-
asanya berupa penyaluran uang tidak

salnya dalam laporan tertulis Bansos
“ilserahkan Rp100 juta, namun ketika
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sesuai dengan yang dianggarkan. Mi-

BPK menelusurl penerima bantuan -

hanya mendapatkan Rp70 juta.
Kepada BPK, penerima bantuan meng-
aku terpaksa menerima bantuan tidak

sesuai dengan kwitansi tertulis, karena

di bawah tekanan pejabat tertentu.

' Sedangkan temuan SPPD, menurut
Harry sekarang jumlahnya sudah ber-
kurang dibanding tahun- tahun sebe-
lumnya.

*Jika sebelumnya BPK menemukan
banyak perjalanan dinas fiktif, maka
sekarang sudah lebih tertib. “Sekarang
SPPD sudah lebih OK,” kata dia.

Sebelumnya, BPK menemukan SPPD
dilakukan oleh joki. Pejabat Pemda -

mempergunakan SPPD, namun tidak
melakukan perjalanan, melamkan d1—
wakilkan oleh staf. ;

Ia menegaskan, bila masih ada PNS
yang melakukan SPPD fiktif, maka BPK -

bisa mengkategorikannya sebagal ada
niat ]ahat ;

“Kalau ada niat Jahat ada perkara
hukum. Kalau SPPD, walau uangnya
dikembalikan, maka tidak akan me-

nyelesaikan kasus,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Harry meng-
apresiasi beberapa Pemda yang me-

lakukan program “Jumat Bersih”,

dengan menyegerakan pembukuan
transaksi.

Menurut dia, hal itu dapat memper- :

mudah kinerja aparat dalam pembuku-
an, sekaligus meminimalkan kesalah-
an, karena banyak SKPD yang lamban
dalam menyampaikan laporan. (ant)
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